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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 - 21620 LUWUK — KAB. BANGGAI
' SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor | 503308/DPMPTSP/SPDVXIIF2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang * @& bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tatun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menagaskan bahwa
Pendiian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib mamperociah zin
Pemeriniah atau pamenniah daerah sesuai deangan Kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a,
peru menstapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ksbupaten Banggal flentang lzin
Operasional Pendidikan Dasar

Mengingal - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1858 lentang
Pemberitukan Dasrah-Daerah Tingkal || di Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Namor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822),

2 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendicikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7B
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4301),

3. Undang-Undang Republk Indonesia Momor 33 Tahun 2004 tentang
Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tabhun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 MNomor

4438),

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah disbah beberapa kall jerakhir dengan Undang-Lindang
Namor 11 Tahun 2020 lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor B57 3],

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemearniah Antara Pemerintah Pusat, Pemerntah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupatenota (Lembaran MNegora Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonasia Nomor 4737},

& Peraturan Pemeriniah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pengetolaan dan
araan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5157),
7. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 57 Tahun 2014 lentang
annmmwhmmsmm:mm
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomar 221);

tentang Fedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menangah (Berita Negara Republik Indonasia
Tahun 2014 Nomaor 607);



0. Psrahic

me:nr;gmm'" Dalam p:_um Nomor 138 Tahun 2017 tentang

; Pelayanan Terpadu Saiu Pintu Daeerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2017 Nomar 1956},

1

0 Peraturan Dasrah Kabupaten Banggsl Nomor 10 Tahun 2012 tentang
RHL wana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggal Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Banggal Nomor B8]

11. Peraturan Bupati Banggal Nomeor 48 Tahun 2021 lentang Pendelegasian
Kewsanangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko dan
Mon Perizinan kepada Kepala Dinas Pensnaman Modai dan Pelayanan
Terpaduy Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berta Daersh Kabupaten
Banggai Tahun 2021 Nomor 2584)

Mermperhatikan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupalen Banggai Nomor
2E80A/B00/DISDIKSUD Tanggal 27 Desember 2022,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENAMNAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU KABUPATEN  BANGGAI TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAM DASAR SD INPRES
SENTRALSARI DI DESA SENTRALSARI KECAMATAN TOHLE

KESATU : Hunmmimlmﬂpuﬂﬂlwmmmﬂh:
. 5D INPRES SENTRALSARI

Manatapkan

1. Mama Lembaga

3 Jenis Pendidikan Sekolah Dasar

3 Atamat Ji. A Yani No. 53 Desa Sentraisari Kecamatan
Tl

4 Pengekola HARJITO, 5.Pd.5D
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